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ABSTRAK

Force majeure adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan
prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar
kekuasaannya. Untuk menuntaskan akad yang telah dibuat pada awal perjanjian,
perlu adanya penyelesaian ketika terjadi force majeure. Hal-hal yang berkaitan
dengan force majeure sendiri telah diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah. Akan tetapi, kebanyakan lembaga keuangan baik Bank
maupun Non Bank menyelesaikan force majeure tidak merujuk kepada kedua
peraturan itu dan menyelesaikannya sesuai akad yang telah disepakati yaitu
dengan jalan musyawarah. Akan tetapi, pada akad-akad pembiayaan di BMT BIF
tidak tercantum klausul force majeure. Badai cempaka yang terjadi pada tahun
2017 menyebabkan nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT BIF
Yogyakarta mengalami force majeure. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan
masalah; (1) bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force
majeure di lembaga BMT BIF Yogyakarta?, dan (2) bagaimana tinjauan normatif
dan yuridis penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure di
lembaga BMT BIF Yogyakarta?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
mengambil obyek pada kasus force majeure yang terjadi di KIKS BMT Bina
Ihsanul Fikri Yogyakarta dengan melakukan wawancara dengan informan-
informan yang ada di BMT dengan panduan daftar pertanyaan yang telah ada.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan kasus force
majeure pada KIKS BMT Bina lhsanul Fikri, kemudian menelaah dan
menganalisis lebih dalam berdasarkan kasus yang ada serta literatur-literatur
kepustakaan yang bisa berupa Peraturan Perundang-undangan maupun literatur
yang relevan dengan permasalahan pada penelitian. Pendekatan yang dipakai
dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis.

Hasil penelitian ini adalah penyelesaian force majeure dilakukan dengan
beberapa tahapan vyaitu identifikasi, survey, pembuktian, musyawarah dan
penyelesaiannya. Untuk penyelesaian force majeure diselesaikan dengan cara
rescheduling dan reconditioning. Dalam hukum Islam keadaan nasabah BMT BIF
digolongkan kepada keadaan memberatkan. Keadaan memberatkan tidak
membuat akad terputus, akan tetapi diubah atau ditangguhkan. Penyelesaian ini
sudah memenuhi aspek keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, akan tetapi
belum memenuhi aspek kepastian hukum dikarenakan klausul force majeure
belum dicantumkan dalam akad-akad pembiayaan BMT Bina lhsanul Fikri
Yogyakarta. Pola rescheduling dan reconditioning adalah pola yang sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan
Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.

Kata kunci: BMT Bina Ihsanul Fikri, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,
force majeure.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian syari’ah di Indonesia sudah dimulai sejak
berdirinya perbankan syari’ah pada tahun 1992. Seiring dengan berkembangnya
perbankan syari’ah sejak saat itu, diiringi oleh berdirinya lembaga-lembaga
syari’ah yang di dalamnya terdapat produk-produk syari’ah. Salah satunya adalah
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) atau dalam hal ini adalah Bait al-
mal wa at-tamwil (BMT). BMT juga merupakan lembaga keuangan syari’ah yang
menghimpun dana masyarakat. Pada saat ini, BMT sudah menjadi primadona
bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah, oleh karena itu
perkembangan BMT di Indonesia sangat pesat. Akan tetapi, usaha untuk
mengembangkan sebuah lembaga keuangan tidaklah mudah, ada suatu faktor
yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga

keuangan tersebut.

Produk-produk yang ada pada BMT kurang lebihnya sama dengan apa yang
ada pada Perbankan Syari’ah. Produk-produk yang ada pada BMT yaitu
penghimpunan dana BMT (Simpanan), produk pembiayaan dana BMT yang

meliputi pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan

! Ginandjar Kartasasmita, Membangun Ekonomi Umat, Mencermati Peran Lembaga Ekonomi
Rakyat (Jakarta: PINBUK, 2000), him. 88.



musyarakah, dan pembiayaan ijarah, Produk jasa BMT yang meliputi wakalah,
kafalah, ar-rahn, dan gard al-hasn.? Dalam produk-produk tersebut tentu saja ada
perjanjian-perjanjian yang menjadi landasan kedua belah pihak sebelum
melangsungkan salah satu produk tersebut agar ketika terjadi sebuah wanprestasi,

semuanya dikembalikan kepada perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kontrak dan perjanjian merupakan istilah yang sama, karena pada
hakikatnya terdapat dua pihak yang bersepakat untuk melaksanakan apa yang ada
dalam klausul perjanjian. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat
menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga kontrak dianggap
sebagai sumber hukum yang formal.® Sementara itu, Fathurrahman Djamil
meyamakan istilah akad dengan perikatan atau verbintenis, sedangkan kata al-
‘Ahdu dapat dikatakan sama dengan perjanjian atau overeenkomst, yang artinya
suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan
sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya

mengikat bagi orang yang bersangkutan yang telah diisyaratkan dalam al-Qur’an.*

Begitu halnya dengan pembiayaan pada BMT, terdapat kontrak-kontrak

yang harus disepakati kedua belah pihak sebelum melaksanakan akad pembiayaan

2 Nurul Widyaningsih, model pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil
(Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), him. 9-11.

* Wawan Muhwan, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam ( Bandung:
Pustaka Setia, 2011), him. 119.

* Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan
(Bandung: PT. Citra Adityia BAkti, 2001), him. 248.



tersebut. oleh karena itu, ketika terjadi pembiayaan bermasalah, kedua belah
pihak harus kembali kepada kontrak yang telah disepakati bersama, karena pada
hakikatnya kontrak tersebut adalah sumber hukum formil bagi para pihak. Allah

SWT berfirman dalam surat al-Maidah (5), ayat 1:
53 gially | 5h 5l | siale ) Ll

Tidak terlaksananya sebuah prestasi dalam perjanjian dimungkinkan karena
adanya beberapa sebab. Pertama, karena kedua belah pihak tidak melaksanakan
perjanjian yang telah dibuat. Kedua, para pihak bersepakat untuk tidak
melaksanakan. Ketiga, perjanjian mustahil dilaksanakan. Keadaan tersebut akan
menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian,
penggantian kerugian atau pemenuhan dan lain-lain. Salah satu sebab terjadinya
wanprestasi adalah terjadinya sebuah keadaan yang tidak dapat diduga
sebelumnya (force majeure). Force majeure sudah diatur dalam berbagai
peraturan, yaitu KUH Perdata Pasal 1244-1245 dan 1444-1445, Fatwa DSN No.

48/DSN-MUI/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Force Majeure dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1244 dan 1245
dalam bagian ganti rugi, karena force majeure merupakan alasan untuk
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pada Pasal 1244 KUH

disebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan

® Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali,
2006), him. 81.



bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan
itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh
sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya. Kemudian pada Pasal
1245 disebutkan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila
karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur
terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau

melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.®

Dalam hukum Islam, ada sebuah keadaan yang disebut dengan masyaqqgah
dan dararah. Masyaqgah adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya
kebutuhan (hajah) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan
eksistensi manusia. Sedangkan darirah adalah kesulitan yang sangat menentukan
eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam
agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqqgah
akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya
darurah akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan
masyaqgah dan penghapusan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi

kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai

® Burgelijk Wetboek, ter. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, cet.
ke-34 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), him. 324.



perbedaan.” Ketentuan darurat juga terdapat dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah (KHES), yang mengartikan darurat sebagai keadaan di mana

salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasi.®

Kesimpulan dari keseluruhan peraturan-peraturan tentang force majeure
tersebut adalah terbebasnya debitur dari segala tanggungan biaya atau kerugian
ketika ia mampu untuk membuktikannya. Keadaan memaksa mengakibatkan
adanya keringanan untuk debitur, yaitu tidak melakukan penggantian biaya,
kerugian, dan bunga kepada kreditur.” Namun, praktik yang diterapkan di
lembaga keuangan syari’ah seperti Bank dan BMT, penyelesaian force majeure
dilakukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah sampai menemukan kata
mufakat. Dari hal tersebut dapat dimungkinkan penanganan secara musyawarah
bisa berbeda jauh dengan apa yang tertera dalam peraturan disebabkan kurangnya
pengetahuan nasabah terhadap peraturan tentang force majeure. Oleh karena itu,
sangat diperlukan keadilan dalam penyelesaian force majeure di lembaga
keuangan syari’ah khususnya BMT, agar kedua belah pihak tidak dirugikan dari

proses penyelesaian force majeure.

" Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, cetakan ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), him. 218.

® pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 27.

% Wawan Muhwan, Hukum Perikatan , him. 107.



Keadilan adalah prinsip yang harus ada dalam tatanan ekonomi Islam,
karena dengan keadilanlah hak dan kewajiban para pihak akan terpenuhi tanpa
ada kezaliman di antara keduanya. Allah telah berfirman dalam al-Qur’an surat

an-Nisa (4), ayat 58
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Hukum kontrak syari’ah terdapat asas-asas yang harus ada di dalamnya, salah
satunya adalah asas keadilan. Asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan

segala hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syari’ah.**

Pada bulan November 2017 telah terjadi badai cempaka yang menyebabkan
bencana banjir di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Bencana banjir
merendam sebagian daerah Yogyakarta seperti Kabupaten Kulon Progo, Bantul
bagian selatan, dan sebagian besar Kabupaten Gunungkidul. Akibat bencana ini,
banyak rumah, tempat usaha dan barang-barang lainnya hanyut terbawa banjir
termasuk yang dimiliki oleh nasabah BMT Bina lhsanul Fikri yang statusnya
masih dalam angsuran. Nasabah-nasabah tersebut melakukan pembiayaan di
BMT Bina lhsanul Fikri Cabang Parangtritis yang termasuk dalam kawasan

bencana banjir. Oleh karena itu untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dan

'° Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, him. 67.

1 Burhanuddin Susamto, Hukum Kontrak Syari’ah (Yogyakarta: BPFE, 2009), him. 45.



menuntaskan akad kedua belah pihak perlu dilakukan proses penyelesaian force

majeure akibat bencana tersebut.

Secara teori, keadaan memaksa terbagi dalam dua jenis yaitu keadaan
memaksa absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut mengakibatkan sebuah
perjanjian mustahil dilaksanakan dan menyebabkan perjanjian tersebut batal.
Sedangkan yang relatif atau sementara masih memungkinkan untuk tetap
melaksanakan perjanjian. Agar sebuah kejadian tersebut masuk dalam kategori
keadaan memaksa absolut ataukah relatif haruslah melihat dari beberapa aspek.
Oleh karena itu setiap bencana yang menimpa nasabah, semuanya tidak bisa
langsung dikatakan force majeure. Begitupun dengan bencana yang menimpa
sebagian nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri, tidak semuanya bisa dikatakan masuk

dalam kategori force majeure.

Dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum baik pidana maupun perdata,
semua harus mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berkaitan
dengan hal tersebut. Dalam hal force majeure, Lembaga Keuangan Bank
mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia sebagai lex specialis dan
mengesampingkan hukum yang bersifat lex generalis yaitu KUH Perdata. KIKS
BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai lembaga yang masih berada dalam naungan
Kementerian Koperasi tidak memiliki peraturan khusus tentang force majeure,
karena dalam undang-undang koperasi juga tidak diatur tentang force majeure.

Oleh karena itu, ketika terjadi force majeure, apakah BMT Bina Ihsanul Fikri



mengikuti KUH Perdata dan KHES sebagai lex generalis ataukan akan tunduk

kepada peraturan Bank Indonesia.

KJKS BMT Bina lhsanul Fikri adalah lembaga yang bergerak dalam dua
bidang, yaitu sosial dan komersial. Dalam bidang komersial BMT Bina Ihsanul
Fikri mempunyai beberapa produk pembiayaan. Akad-akad pembiayaan tersebut
telah dibuat oleh lembaga BMT yang akan digunakan ketika nasabah melakukan
pembiayaan. Dalam akad-akad tersebut terdapat klausul-klausul yang harus
dipenuhi oleh nasabah. Salah satu klausul yang seharusnya ada pada sebuah akad
adalah klausul force majeure, hal ini dimaksudkan agar ketika terjadi sebuah
keadaan yang bisa dikatakan force majeure, maka penyelesaiannya dikembalikan
kepada akad. Seperti akad pembiayaan yang ada pada bank-bank syari’ah, juga
terdapat klausul ini. Hal yang menjadi salah satu masalah adalah akad-akad yang
ada pada BMT Bina lhsanul Fikri belum tercantum klausul force majeure. Hal
tersebutlah yang akan memberikan ketidakpastian hukum ketika terjadi force

majeure.

Penelitian ini fokus kepada penyelesaian force majeure yang dilakukan oleh
BMT BIF Yogyakarta, sehingga penelitian ini mempunya dua urgensi. Pertama,
penelitian ini mengungkap bagaimana penyelesaian force majeure oleh BMT BIF,
sedangkan dalam akad-akad yang ada pada BMT BIF tidak tercantum klausul
force majeure. Kedua, penelitian ini menguji teori ketidakmungkinan dalam force

majeure, teori ini berpendapat bahwa ketika dalam keadaan memaksa seorang



debitur tidak mugkin untuk memenuhi prestasinya, sehingga penelitian ini
mengungkap apakah benar nasabah BMT BIF yang terkena bencana banjir tidak

mungkin untuk melaksanakan prestasinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin menelaah lebih dalam
tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure pada
BMT BIF Yogyakarta. Hal tersebut juga untuk mengetahui apakah aspek keadilan
dalam hukum Islam sudah diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan
bermasalah akibat force majeure di BMT Bina lhsanul Fikri serta untuk
mengetahui peraturan apa yang menjadi dasar BMT dalam menyelesaikan force

majeure.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure di
BMT Bina Ihsanul Fikri?
2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap penyelesaian pembiayaan

bermasalah akibat force majeure di BMT Bina lhsanul Fikri?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah penyelesaian pembiayaan
bermasalah akibat force majeure di BMT BIF sudah sesuai dengan aspek keadilan

dalam konteks keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta
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tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana peraturan-peraturan tentang force majeure baik dari KUH Perdata maupun

peraturan lainnya diterapkan dalam penyelesaian force majeure di BMT BIF.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
keilmuan bagi para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara
teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi
para pihak yang akan melakukan kontrak yang dimana dalam pembuatan kontrak
harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,
begitupun dalam penyelesaian pembiayaan di BMT akibat force majeure harus
berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan
dapat diaplikasikan oleh para pihak pembuat kontrak, khususnya lembaga
keuangan BMT. Ketika membuat kontrak ataupun penyelesaian yang ada dalam
sebuah kontrak harus tetap berpacu kepada undang-undang serta peraturan yang

berlaku.

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk menyajikan penelitian-
penelitian terdahulu khususnya dalam penelitian force majeure serta
mengklasifikasikannya ke dalam beberapa aspek. Maksud dari penyajian ini agar

tidak ada tumpang tindih penelitian sehingga penelitian terus mengalami
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perkembangan. Selain itu, untuk menemukan celah-celah atau hal-hal yang baru

yang belum pernah diteliti sebelumya.

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah
berupa jurnal, buku dan tesis. Ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan
tema yang membahas mengenai force majeure dan penyelesaiannya di berbagai
lembaga keuangan. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang force
majeure diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu penelitian dari jenis dan
sifat penelitian, perspektif hukum, dan dari peraturan-peraturan tentang force
majeure. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana
perkembangan peneltian tentang  force majeure, sehingga peneliti akan

menemukan hal-hal yang belum diteliti.

Penelitian-penelitian tentang force majeure dari aspek jenis dan sifat
penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian pustaka (library research) dan
penelitian lapangan (field research). Penelitian pustaka mengkaji tentang
peraturan-peraturan tertulis tentang force majeure ataupun kontrak-kontrak
khusus tentang force majeure. Salah satu contoh dari penelitian pustaka yaitu
Tesis karya Fariz al-Hasni yang berjudul Force Majeure Dalam Kontrak
Pembiayaan Bank syari’ah, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa force majeure yang ada

dalam kontrak pembiayaan Bank syari’ah berbeda dengan ketentuan force
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majeure yang ada dalam KUH Perdata maupun KHES.** Penelitian karya Fariz
al-Hasni membahas tentang klausul force majeure yang terdapat dalam kontrak
pembiayaan Bank Syaria’ah, sedangkan penelitian ini membahas tentang proses
penyelesaian force majeure di sebuah lembaga BMT. Secara kelembagaan BMT
dan Bank Syari’ah berbeda. BMT BIF berada dalam naungan Kementerian
Koperasi sedangkan Bank Syari’ah berada di bawah naungan OJK. Walaupun
produk-produk pembiayaan di Bank Syari’ah hampir sama dengan produk di
BMT BIF, akad-akad pembiayaan antara kedua lembaga ini sedikit banyaknya

ada perbedaan.

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di lembaga-lembaga keuangan
ataupun perusahaan-perusahaan yang dalam kontrak antara kreditur dan debitur
maupun perusahaan dengan pekerja terdapat klausul force majeure. Dalam
penelitian lapangan membahas tentang proses penyelesaian force majeure dalam
praktik yang kemudian akan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang ada.
Salah satu contoh penelitian lapangan adalah Jurnal karya Lathifa Hanim, MS.
Noorman, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, TNI AL Disminpersal, Mabesal
Jakarta yang berjudul Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force
Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini bahwa
penyelesaian perbankan yaitu dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali

pembayaran), reconditioning (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari

' Faris al-Hasni, “Force majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syari’ah”, Tesis Fakultas
syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), him. 112.
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kredit), restructuring (penataan kembali syarat kredit)."* Adapun perbedaan
dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.
Penelitian terdahulu dilakukan di lembaga Bank sedangkan penelitian sekarang di
lembaga BMT. Adapun objek penelitian terdahulu adalah penyelesaian perjanjian
kredit akibat force majeure karena gempa, sedangkan penelitian peneliti objeknya

adalah pembiayaan syari’ah akibat force majeure karena bencana banjir.

Penelitian tentang force majeure dari aspek perspektif hukum selalu
mengaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian force majeure
yang ditinjau dari hukum positif menggunakan KUH Perdata dan Peraturan-
peraturan tentang force majeure. Salah satu contoh penelitian force majeure yang
ditinjau dari aspek hukumnya adalah tesis karya Abdul Karim Mustofa yang
berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi Korban Erupsi Gunung
Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syari’ah (studi kasus Pada BPR Syari’ah
Forum Masyarakat Ekonomi Sleman), tesis ini menyimpulkan bahwa
penyelesaian force majeure di Lembaga BPRS Forum Masyarakat Ekonomi
sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syari’ah

Nasional.** Perbedaan penelitian karya Abdul Karim Mustofa dengan penelitian

3 Lathifa Hanim, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure
Karena Gempa Di Yogyakarta”, Jakarta : J urnal Pembaharuan Hukum., Vol. 1l No. 2, (2016), him.
9.

1 'M. Abdul Karim Mustofa, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi Korban Erupsi
Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syari’ah (studi kasus Pada BPR Syari’ah Forum
Masyarakat Ekonomi Sleman)”, Tesis Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012),
him. 131.
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sekarang terletak pada tinjaun hukumnya. Penelitian Abdul Karim meninjau
penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure dari perspektif Hukum
Perbankan Syari’ah, sedangkan penelitian peneliti meninjau penyelesaian force

majeure dari KUH Perdata, aspek keadilan dan Hukum Islam.

Dari uraian di atas yang dilihat dari beberapa aspek, belum ada penelitian
tentang force majeure yang dilakukan di BMT dimana lembaganya berbadan
hukum koperasi dan bukan bank, kemudian belum terdapat juga penelitian
tentang force majeure yang dinilai dari sisi keadilan dalam penyelesaian force
majeure. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
penelitian yang sudah ada agar penelitian force majeure semakin mengalami
perkembangan sesuai masanya. Peneliti menyadari dengan segala keterbatasan,
peneliti belum mampu menjelajah secara keseluruhan penelitian tentang force
majeure dan sangat dimungkinkan sudah ada penelitian tentang force majeure
dari aspek yang sama dengan penelitian sekarang. Akan tetapi, sejauh ini di
Lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri belum terdapat penelitian yang membahas

tentang penyelesaian force majeure.

. Kerangka Teoritik

Suatu teori atau kerangka teoritis di dalam penelitian hukum dapat disusun
dengan menerapkan metode klasifikasi. Kerangka teoritis dalam sebuah penelitian

hukum mempunya empat ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin
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hukum, dan ulasan pakar hukum.’® Dalam penelitian ini terdapat dua teori yang
disusun sebagai pisau analisis penelitian. Adapun teori-teori itu adalah teori

ketidakmungkinan dan teori keadilan.

Fungsi dari teori dalam penelitian empiris, selain berfungsi untuk
menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-
fakta.'® teori ketidakmungkinan dalam penelitian ini adalah berfungsi untuk
meramalkan bahwa penyelesaian force majeure yang dilakukan oleh BMT
disebabkan adanya ketidakmungkinan yang bersifat relatif yang berarti nasabah

masih mampu dlaam mengupayakan pemenuhan prestasinya. Sedangkan teori

keadilan dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang proses
penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure oleh BMT. Adapun
fungsi teori keadilan dalam penelitian ini, untuk melihat apakah penyelesaian
force majeure yang dilakukan olen BMT Bina Ihsanul Fikri sudah dikatakan adil
bagi kedua belah pihak. Teori ini juga akan menganalisis tentang keadilan

penyelesaian force majeure yang ada pada peraturan-peraturan yang berlaku.
1. Teori Ketidakmungkinan

Force majeure merupakan konsep yang membahas dan menganalisis

tentang adanya pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada

' Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 79.

'® Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung: Mahdar Maju, 2008),
him. 141.
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kreditur yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.
Menurut Salim teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa
adalah suatu keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang
diperjanjikan. Tidak mungkin bagi debitur untuk memenuhi prestasinya
disebabkan oleh ketidakberdayaannya menghadapi kenyataan, misalnya
seluruh hartanya habis oleh gempa bumi, bencana tsunami, dan angina puting
beliung. Dengan peristiwa itu, debitur memperoleh pemutihan dari segala

utang piutangnya.*’

Teori ketidakmungkinan adalah representasi dari pasal-pasal KUH
Perdata yang mengatur tentang force majeure yang terdapat dalam Pasal 1244
dan 1245. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa debitur dibebaskan dari
segala kerugian ketika terjadi keadaan memaksa. Akan tetapi, dalam
perkembangannya, teori ini mulai banyak yang menentang, salah satunya
adalah F.J Houwing dengan teori upaya bahwa dalam menghadapi keadaan
memaksa, debitur harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi prestasi.
Dari teori upaya itu membuat teori ketidakmungkinan terbagi menjadi dua,

yaitu ketidakmungkinan absolut dan relatif. Pembagian itu di Indonesia

Y Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2014), him. 263
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dimulai sejak era Kasumudi dan Subekti yang menafsirkan pasal-pasal dalam

KUH Perdata.*®

Teori ketidakmungkinan yang relatif diartikan bahwa tidak dipenuhinya
prestasi oleh debitur bersifat relatif. Artinya barangkali hanya pihak debitur
sendiri yang tidak dapat memenuhi prestasi, sedangkan bila orang lain yang
mengalami peristiwa tersebut, masih ada kemungkinan orang tersebut dapat
memenuhi prestasinya. Sehingga untuk teori ketidakmungkinan relatif dapat
pula dikatakan “difficult”. Pada keadaan yang seperti ini, perikatan atau
perjanjian tersebut tidak menjadi batal, akan tetapi hanya berhenti berlakunya
untuk sementara waktu. Apabila keadaan memaksa tersebut sudah tidak ada,
maka perikatan atau perjanjian tersebut berlaku kembali. Jadi bisa

disimpulkan teori ini selalu berhubungan dengan kemampuan debitur.*

Kemudian teori ketidakmungkinan yang absolut, debitur harus bisa
mengemukakan adanya force majeure kalau setiap orang dalam kedudukan
debitur tidak mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Di sini berarti
ketidakmungkinan berarti setiap orang jika tertimpa peristiwa tersebut, tidak

mungkin untuk melaksanakan prestasinya.”’Teori ketidakmungkinan absolut

¥ Rahmat S.S., Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Jakarta: National Legal
Reform Program, 2010), him. 5.

9 pyrwahid Patrik, Hukum Perdata (Azas-Azas Hukum Perikatan) (Semarang: Universitas
Diponegoro, 1986), him. 21.

22 \Wawan Muhwan, Hukum Perikatan, him. 108.
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dan relatif di Indonesia juga sudah dimulai dari era subekti sampai sekarang,

sehingga teori ini masih sangat digunakan dalam keadaan memaksa.

Teori-teori yang disebutkan di atas dipandang dangat tepat dalam
menganalisis apakah force majeure yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri
Yogyakarta masuk dalam kategori yang absolut dan relatif, sehingga
penyelesaian yang dilakukan oleh BMT harus sesuai dengan klasifikasi force

majeure.
2. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang
ketidakberpihakan, deskriminasi, dan kesewenang-wenangan dari institusi
atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus dari
teori ini adalah keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat.*

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan
individual. Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidka adil dalam tata

pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan membalikkannya,

2! Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi
dan Tesis (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), him. 26.
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sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang

telah diperlakukan tidak adil atau terjadi kezoliman.*

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan
kemanfaatan. la mengemukakan bahwa keadilan mempunyai hubungan yang
baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi
bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan dan
menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai
dari gagasan tentang kebaikan. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato
erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan

kebaikan-kebaikan yang merupakan substansi keadilan.?®

Teori keadilan yang digagas oleh John Rawls bahwa keadilan sebagai
kesetaraan. Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan
pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu
harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan
nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada
jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan
pribadi dan kepentingan bersama, perlu ada aturan-aturan itu semua. Di

sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju,

22 Arief Sidharta, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum
(Bandung: Refika Aditama, 2007), him. 93.

% Hans Kelsen, Dasat-Dasar Hukum Normatif (Bandung: Nusa Media, 2008), him. 117.
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hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip

keadilan.?*

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai
harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan
keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan
hasil kesepakatan bersama dari semua pihak secara rasional dan sederajat.
Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu
menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara
adil bag i semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah fairness.
Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri
sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial di mana masing-masing pihak

berusaha saling menyumbang dan saling memajukan.”®

Dalam konsepsi Islam, lbnu gudamah mengatakan bahwa keadilan
merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut
kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil
yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.
Sedangkan konsepsi keadilan dalam Islam menurut Qadri mempunyai arti
yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan

finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum

? Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Releksi Kritis Terhadap Hukum (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2012), him. 231.

2 1bid., him. 232.
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yang dibuat manusia lainnya. la merasuk ke sanubari yang paling dalam dari
manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat
bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan
keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur’an serta kedaulatan rakyat atau

komunitas muslim yakni umat.?®

F. Metode Penelitian
Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis, maka peneliti
memerlukan metode penelitian sebagai instrumen yang sangat penting sampai
tahap akhir penelitian ini.

1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber
data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.?’ Tipe
penelitian ini adalah Sosiologi tentang hukum. Penelitian ini memberikan
pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika

diterapkan dalam praktik.”® Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah

?® Sukarno Aburaera dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), him. 193.

?" Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
him. 24.

%8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), him. 44.
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Pejabat BMT Bina lhsanul Fikri serta Informan dari pihak BMT maupun
nasabah BMT, dan objek penelitian ini adalah tentang penyelesaian force
majeure di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam perspektif hukum dan
keadilan.

Penelitian hukum empiris juga memandang hukum sebagai kenyataan,
mencakup kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian
ini disusun untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya.” Dalam penelitian
ini, akan dikaji praktik penyelesaian force majeure yang pada hakikatnya
force majeure telah diatur di berbagai peraturan dan undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu
menguraikan kasus force majeure pada KJKS BMT Bina lhsanul Fikri,
kemudian menelaah dan menganalisis lebih dalam berdasarkan kasus yang
ada dengan peraturan-peraturan tentang force majeure baik dari KUH Per
ataupun perundang-undangan lainnya serta meganalisis berdasarkan aspek
keadilan dan Hukum Islam, sehingga dapat diambil kesimpulan dari kasus

yang diteliti.

2 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum (Jakarta,
Prenada Media Group, 2012), him. 2.
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3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga keuangan BMT di
Yogyakarta, yaitu KIKS BMT BIF yang terletak di JI. Rejowinangun No.
28B, Yogyakarta. Dan untuk penelitian yang berkaitan khusus force majeure,
peneliti diutus oleh Lembaga Pusat BMT BIF ke BMT BIF Cabang
Parangtritis. Peneliti memilih tempat ini karena BMT ini salah satu lembaga
yang memiliki banyak cabang yang telah tersebar di berbagai wilayah
Yogyakarta, sehingga nasabah BMT ini sudah sangat banyak. Selain itu, BMT
ini masih mengacu pada peraturan koperasi yang pengawasannya tidak seketat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Pendekatan Penelitian
Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
normatif yuridis®®, tujuan pendekatan ini adalah untuk menggali informasi
dari informan-informan yang relevan dengan penelitian dan berdasarkan pada
norma hukum yang diterapkan oleh BMT Bina lhsanul Fikri. Kemudian
peneliti akan menganalis secara yuridis berdasarkan peraturan-peraturan
tentang force majeure dan secara normatif berdasarkan konsep keadilan dan

hukum Islam.

% John W. Creswell, Research Design ( Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed), cet.
ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 269.
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5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan
dan dari bahan pustaka. Data yang pertama disebut sumber data primer atau
data dasar (primary data) dan yang kedua dinamakan sumber data sekunder
(secondary data).*! dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah
berupa fakta, informasi, pendapat, statement nasabah, dan literatur-literatur

kepustakaan, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer penelitian ini adalah fakta dan informasi dari
wawancara yang didapat langsung dari informan BMT BIF Yogyakarta
serta statement dari nasabah yang terdampak force majeure. Informan-
informan yang dimaksud adalah Bapak Sudarmanto selaku Kepala BMT
BIF Cabang Parangtritis, Bapak Rifa’i selaku Divisi Khusus Penanganan
Pembiayaan Bermasalah BMT Bina lhsanul Fikri, Bapak Suhendro selaku
nasabah pembiayaan yang terdampak banjir, Bapak Grahana selaku
nasabah pembiayaan yang terdampak banjir.
b. Data Sekunder
Untuk menelaah lebih dalam tentang penelitian ini, dibutuhkan

sumber data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri

31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2010), him. 11.
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dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer terdiri dari beberapa regulasi dan peraturan-peraturan yang
mengikat tentang force majeure. Misalnya adalah KUH Perdata dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai
penjelas bahan hukum primes yang berupa dokumen-dokumen yang
didapat dari lembaga BMT Bina lhsanul Fikri, pendapat ahli dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan force majeure. Contoh literatur-literatur
yang dimaksud adalah Hukum Perjanjian Syari’ah karya Prof. Syamsul
anwar, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karya Faturrahman Djamil,
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa karya Rahmat

Soemadipradja.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan
data-data baik yang primer maupun sekunder. Kemudian diklasifikasikan
agar tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga penelitian menjadi logis.
Dalam penelitian ini menggunakannya dua instrumen yaitu wawancara dan
dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara
pengumpul data dengan sumber data. Oleh karena itu instrument yang

dibutuhkan peneliti adalah daftar wawancara. Dalam penelitian ini, jenis
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wawancaranya adalah wawancara semi struktur (semi structure interview),
yang berati bahwa wawancara tidak hanya terpatok pada daftar pertanyaan
dan akan bisa timbul pertanyaan baru ketika wawancara dilangsungkan, hal
ini demi tercapainya perspektif objektif di lapangan.** Sedangkan
dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dari dokumen ataupun bahan
pustaka untuk menjawab masalah penelitian®. Oleh karena itu, instrument
yang diperlukan peneliti adalah daftar dokumen yang diperlukan dalam
penelitian.
7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan memberikan penjelasan yang
berarti menentang, mengkritik, menambah atau memberi komentar yang
kemudian disimpulkan dengan analisa sendiri dan bantuan teori yang ada.
*Data-data yang telah dikumpulkan hasil dari wawancara maupun
dokumentasi akan diolah dan dianalisis lebih dalam. Analisis data yang
peneliti gunakan adalah dengan cara induktif, yaitu dari kejadian-kejadian

yang ada dalam hal ini adalah peristiwa force majeure dan penyelesaiannya.*

%2 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),
him. 148.

% Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), him. 61.
** Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, him. 43.

* Soetrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan
Desertasi (Yogyakarta: Andi Offset), him. 13.
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G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari bagian awal, bab yang terdiri dari lima bab, dan bagian
akhir. Adapun sistematika ini bertujuan agar penyusunan penelitian ini terfokus

pada pokok permasalahan, dan rinciannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal adalah bagian formalitas penelitian yang meliputi halaman
sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan
bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas
pembimbing, abstrak, halaman transliterasi, persembahan, kata pengantar, daftar
isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Pada bab ini dicantumkan
bagian-bagian formalitas penelitian , sehingaan dengan adanya bentuk formalitas

ini adalah sebagi bukti bahwa penelian ini benar-benar ditulis oleh peneliti.

Bab Pertama: Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada
bab ini diuraikan tentang permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
penelitian ini, dari uraian latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua

permasalahan sebagai pembahasan yang dijawab peneliti pada bab selanjutnya.

Bab Kedua: Akad, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan force majeure

yang kemudian akan dijadikan bahan analisis terhadap pembiayaan di BMT. Pada
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bab ini, peneliti mengulas secara terperinci konsep-konsep yang berkaitan dengan

penelitian, sehingga konsep ini dijadikan sebagai bahan analisis peneliti.

Bab Ketiga: KIKS BMT Bina Ihsanul Fikri, terdiri dari gambaran umum
Lembaga BMT BIF Yogyakarta dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah serta

force majeure pada lembaga BMT Bina lhsanul Fikri.

Bab Keempat: Analisis Terhadap Penyelesaian Force Majeure Akibat
Bencana Banjir Di Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, pada bab ini terdiri dari
dua sub bab. Pertama yaitu Analisis Normatif Terhadap Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Akibat Force Majeure di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan
kedua, Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat

Force Majeure di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Bab Kelima: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan
penelitian yang telah dibahas, bab ini juga berisi saran-saran yang mungkin bisa
bermanfaat bagi peneliti, masyarakat maupun lembaga BMT. Pada bab ini,
peneliti menyimpulkan semua jawabab dari permasalahan sehingga ditemukan

ringkasan penting penelitian ini.

Bagian akhir tesis memuat daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup
peneliti. Pada bab ini, peneliti mecantumkan seluruh literatur baik dari buku,
jurnal dan sebagainya. Kemudian peneliti juga mencantumkan lampiran-lampiran

penting sebagai bukti dari keaslian penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya,
peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian force majeure pada BMT BIF dilakukan dengan beberapa
tahapan, yaitu identifikasi, survey, pembuktian, dan musyawarah. Identifikasi
dilakukan dengan mendata seluruh nasabah yang terdampak force majeure,
survey dilakukan dengan kunjungan pihak BMT kepada nasabah yang
terdampak force majeure, pembuktian dilakukan oleh nasabah dengan
menunjukkan bukti-bukti terjadinya force majeure, dan musyawarah
dilakukan antara pihak nasabah dan BMT untuk mendapatkan sebuah
kesepakatan. Tahap akhir dalam penyelesaian force majeure dilakukan
dengan cara rescheduling dan reconditioning. Rescheduling dilakukan dengan
memperpanjang jangka tempo akad, sedangkan reconditioning dilakukan
dengan memperpanjang jangka tempo akad serta membebaskan margin
keuntungan. Penentuan pola rescheduling dan reconditioning disesuaikan
dengan kemampuan dan kemungkinan nasabah dalam pemenuhan prestasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT BIF sudah sesuai dengan aspek
keadilan dalam Islam dan penyelesaian ini juga sesuai denga teori keadilan

yang digagas oleh Rawls, yang memfokuskan pada kesetaraan dengan

140
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pendekatan kontrak serta, keadilan Plato yang memfokuskan pada
kemanfaatan, serta keadilan dalam Islam menurut Qadri yaitu sesuai petunjuk
al-Qur’an. Hal tersebut terlihat dari proses penyelesaiannya Yyang
menggunakan jalan musyawarah agar kedua belah pihak mendapatkan haknya
masing-masing dan kerugiannya diseimbangkan antara kedua belah pihak
untuk memperoleh kemaslahatan. Secara yuridis, penyelesaian force majeure
di BMT BIF tidak sesuai dengan KUH Perdata maupun KHES. Penyelesaian
dengan cara rescheduling dan reconditioning sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 13/9/PBI/2011 sebagai perubahan PBI No. 10/18/2008 Tentang
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Berdasarkan teori  ketidakmungkinan peristiwa ini  masuk dalam
ketidakmungkinan relatif, karena para nasabah masih bisa mengupayakan
pemenuhan prestasi sehingga penentuan pola rescheduling dan reconditioning
disesuaikan dengan kemampuan dan kemungkinan nasabah dalam pemenuhan

prestasi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis paparkan di atas, dapat diberikan beberapa

saran, yaitu:

1. Kepada KJKS BMT Bina lhsanul Fikri, diharapkan untuk memasukkan

klausul force majeure pada akad-akad pembiayaan secara terperinci, sehingga
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ketika terjadi force majeure penyelesaiannya sesuai dengan apa yang ada pada
akad. Atau ketika tidak ada klasul dalam akad, maka penyelesaian force
majeure disesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada seperti KHES.

Kepada Kementerian Koperasi, diharapkan untuk selalu melakukan
pembinaan dan pengawasan, khususnya BMT yang berbadan hukum koperasi
seperti KIKS BMT Bina lhsanul Fikri Yogyakarta, agar tidak terjadi tindakan
yang keluar dari hukum mengingat BMT adalah lembaga besar dalam

pemobilisasian dana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur’an

Agama RI, Departemen, al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: CV Penerbit
Jumanatul ‘Ali, 2006.

Agama RI, Kementerian, al-Qur’an dan Terjemahan Dilengkapi dengan Kajian
Ushul Figh dan Intisari Ayat, Bandung: Syamil Qur’an, 2011.

B. Kelompok Figh/Ushul Figh

Aburaera, Sukarno dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013.

Al-Hasni, Faris, Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank syariah. Tesis
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Anshari, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam
Fikih Muamalat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

As-Sanhuri, ‘Abdu Razak, Mashadir al-Haqq fi al-figh al-Islami, Beirut: Dar
Ihya at-Turas al-Arabiyi.

Az-Zarga, Musthofa Ahmad, al-Fighu al-Islami F7 Saubihi al-jadid, Damaskus:
Percetakan Alfu Baa, 1968.

Az-Zuhaili, Wahbah, Figih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
cet. ke-3, 10 jilid, Depok: Gema Insani, 2013.

Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2016.

143



144

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996.

----, Suplemen Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996.

Djamil, Fathurrahman, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum
Perikatan, Bandung: PT. Citra Adityia Bakti, 2001.

Muhwan, Wawan, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
Bandung: Pustaka Setia, 2011

Muslich, Ahmad Wardi, Figh Muamalat, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Mustofa, M. Abdul Karim, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi Korban
Erupsi Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syariah (studi kasus
Pada BPR Syariah Forum Masyarakat Ekonomi Sleman) Tesis Fakultas
syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Susamto, Burhanuddin , Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Tamrin, Dahlan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah, Malang:
UIN-Maliki Press, 2010.

. Kelompok Hukum Umum

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum,
Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Burgelijk Wetboek, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Djumialdji, Hukum Bangunan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Erwin, Muhammad, Filsafat Hukum Releksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2012.

Friedrid, Carl Joachim, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Penerbit
Nusa Media, 2010.



145

Fuady, Munir, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2007.

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak
komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

HS, Salim dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2014.

HS, Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta:
Sinar Grafika, 2013.

Kelsen, Hans, Dasat-Dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008.

Lathifa Hanim, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force
Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta, “Jakarta : Jurnal Pembaharuan
Hukum., Vol. 11l No. 2, Tahun 2016.

Mudjisantoso, memahami kontrak pengadaan pemerintah Indonesia,Yogyakarta:
CV. Primaprint, 2014.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Patrik, Purwahid, Hukum Perdata (Azas-Azas Hukum Perikatan), Semarang:
Universitas Diponegoro, 1986.

Santoso, Djohari, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, 1989.

Sidharta, Arief , Pengembangan Hukum, IImu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat
Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
----, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet ke- 20, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Suharnoko, “Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan,” Jurnal Indonesian
Law Review., No. 2 Vol. 2, Agustus 2012.

Suryodiningrat, R.M, Azas-Azas Hukum Perikatan, Bandung: Tarsito, 1995.

Soemadipradja, Rahmat S,S, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa,
Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.



146

Soeroso, R., Perjanjian di Bawah Tangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

. Kelompok Metode Penelitian

Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2010.

Creswell, John W., Research Design ( Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan
Mixed), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, Yo gyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadi, Soetrisno, Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis
dan Desertasi, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Mulyana, Dedy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2004.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo , Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983.

. Kelompok Ekonomi Islam

Amalia, Euis, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009.

Djamil, Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kartasasmita, Ginandjar, Membangun Ekonomi Umat, Mencermati Peran
Lembaga Ekonomi Rakyat, Jakarta: PINBUK, 2000.

Muhammad, Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer, Yogyakarta: Ull Press,
2000.

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014.

Widyaningsih, Nurul, Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha
Kecil, Bandung: Yayasan Akatiga, 2002.



147

F. Kelompok Lain-Lain

Taswan, Manajemen Perbankan Konsep, Teknis dan Aplikasi, Yogyakarta: UPP
STIM Yogyakarta, 2010.

KJKS BMT Bina lhsanul Fikri, Profil dan Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri,
Yogyakarta, 2016.

KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, Laporan Tahunan Periode 2017 Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul
Fikri, Yogyakarta, 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Terjemahan Ayat al-Qur’an.

Hal. | Nomor Ayat al- Terjemahan Ayat
Footnote Qur’an
3 5 Al-Isra’ | ......... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu
(17) ayat | pasti diminta pertanggungan jawabnya.
34
30 5 Al-Ma’idah | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-
(5) ayat 1 | agad itu.........
32 12 Al-Bagarah | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
(2) ayat | bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
282 ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya......
75 77 Al-Ma’idah | Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
(5) ayat 3 | sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha

Pengampun lagi Maha Penyayang..




Wawancara

Wawancara, Bapak Rifai, Devisi pembiayaan dan penanganan pembiayaan
bermasalah KIKS BMT BIF, Yogyakarta, 10 November 2018.

1. Bagaimana alur penyelesaian pembiayaan bermasalah?

“intinya alur pembiayaan pada Lembaga BMT BIF ini sebenarnya sama dengan
lembaga-lembaga lain baik bank maupun non bank, tetapi secara teknis kita juga
mempunya cara sendiri disesuaikan visi dan misi BMT”.

2. Bagaimana penerapan managemen risiko terhadap pembiayan di sini?

preventif pada pembiayaan kita lakukan sedini mungkin untuk memperkecil rasio
resiko pembiayaan bermasalah, preventif yang dilakukan BMT ini juga sama dengan
lembaga-lembaga lain dengan menekankan prinsip 5C yaitu character, capacity,
capital, condition, dan collateral

3. Apa yang membedakan pembiayaan di BMT sini dengan Lembaga lain seperti
Bank?

mungkin yang membedakan dengan lembaga lain adalah dalam hal bimbingan, jadi
setelah nasabah melakukan pembiayaan di BMT Ini, kita benar-benar melakukan
monitoring atau sejenis bimbingan lah sampai pembiayaan selesai, tapi kita juga tidak
lepas kok dengan nasabah yang pembiayaannya sudah selesai, karena bagaimanapun
mereka tetap menjadi anggota BMT BIF.

4. Bagaimana eksekusi jaminan pembiayaan?

“Eksekusi jaminan ini sebanarnya adalah hal yang sangat kita hindari, tapi kalau
sudah tidak menemukan jalan ketika musyawarah ya terpaksa kita eksekusi
jaminannya, tapi ya harus tetap mendapatkan izin dari nasabah dahulu

Wawancara, Bapak Sudarmanto, Kepala KSPPS BMT BIF Cabang Parangtritis,
Yogyakarta, 24 September 2018.

1. Apa penyebab terjadinya force majeure di BMT BIF?

“Penyebabnya adalah bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 yang
mengakibatnya banyak nasabah kita yang tertimpa musibah, tapi dalam hal ini Cuma
ada 4 orang yang terkenan peristiwa force majeure.”

2. Bagaimana penananganan force majeure di BMT BIF?



“Dari kita ada penanganan khusus mas ketika nasabah kita terkena musibah banjir,
jadi kita perhatikan benar untuk penanganan tersebut dan penangan tersebut ada
beberapa tahapan vyaitu identifikasi, survey lapangan, pembuktian dari nasabah,
musyawarah, terakhir baru penyelesaiannya”

Wawancara dengan Bapak Suhendro, nasabah BMT BIF yng terdampak force
majeure.

1. Apasaja yang hanyut karena banjir mas?

“Jadi usaha lele ini satu-satunya usaha saya mas, saya menyewa kolam dengan
tetangga bayar 5 juta setahun tapi peralatan kolamnya sudah lengkap jadi tinggal
pakai saja

2. Berapa total kerugian pada saat musibah banjir?

“Saya waktu itu rugi sekitar 50 juta lebih mas, semuanya juga rusak termasuk
gubugnya. Apalagi pemilik kolam tidak mau tahu dan membantu merenovasi kolam.
Tapi saya tetap percaya sama yang membuat hidup saya mas.

3. Apa yang anda lakukan dalam pembayaran hutang setelah terjadi bencana?

“Jadi walaupun dalam kondisi saya sangat sulit pada waktu itu, saya mau tetap
berusaha membayar hutang saya mas, karena prinsip saya ya namanya hutang kan
harus di bayar

Wawancara dengan Bapak Grahana, Nasabah BMT BIF yang terdampak brncana
1. Apa saja yang hanyut pak?

“bawang merah hasil hutang saya di BMT, semua rusak mas karena banjir
kemarin itu”

2. Apa yang bapak lakukan untuk melunasi hutang di BMT?

“Kita bayarkan dari usaha lain mas dan juga saya masih ada tabungan, jadi ya tidak
terlalu sulit untuk melunasi hutang kepada Pihak BMT.



Dokumentasi Foto

Foto 1: Kantor Pusat KIKS BMT
Bina Ihsanul Fikri

Foto 2: Wawancara dengan
Bapak Sudarmanto,
kepala BMT BIF
Cabang Parangtritis
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Foto 3: Kantor Cabang BMT
Parangtritis

Foto 4: Wawancara dengan
Bapak Suhendro,
nasabah BMT BIF
yang terdampak force




Foto 5: Banjir di Ds. Seloharjo

Foto 6: Banjir di Parangtritis

Foto 7: Kunjungan BMT ketika
bencana banjir

Foto 8: Pemberian bantuan
kepada korban banjir
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No.  : B-2828 /Un.02IDS.1/PN.O0/ 9 /2018 13 september 2018
Hal  : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lbu

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini - :

No Nama NIM Jurusan
1 Mubhajirin 16203010001 Program Magister (S2) Hukum
Islam

Untuk mengadakan penelitan di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta guna mendapatkan data dan
informasi dalam rangka Penufisan Karya Tulis limiah (Tesis) yang berjudul “PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT FORCE MAJEURE PADA LEMBAGA BMT
YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassa!arr I'alaikum wr.wb.
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Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 September 2018

Kepada Yth. :
074/9225/Kesbangpol/2018 Walikota Yogyakarta
Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari :  Dekan Fakultas Syari'ah dari Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1528/Un.02/DS.1/PN.00/9/2018

Tanggal : 13 September 2018

Perihal : Permohonan lzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan tesis dengan judul proposal :"PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKIBAT FORCE MAJEURE PADA LEMBAGA BMT (STUDI KASUS DI BMT IHSANUL
FIKRI YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : MUHAJIRIN

NIM : 16203010001

No.HP/ldentitas +  085228405495/1401161604920002
Prodi/Jurusan : 82 Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian :+  BMT lhsanul Fikri, Umbulharjo, Keta Yogyakarta
Waktu Penelitian : 18 September 2018 s.d 31 Desember 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yarg dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,;

3.  Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya & bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi in'.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan,



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota go.ic
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.qgo.id

SURAT IZIN
NOMOR : 070/2096
5207/34
Membaca Surat Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/9225/Kesbangpol/2018 Tanggal : 18 September 2018
Mengingat . 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang

Diijinkan Kepada

Lokasi/Responden

Waktu
Lampiran

Dengan Ketentuan AR

E
5“':?' »

Sk

Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; )

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemeterian lzin

' Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi,Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta,

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Nama : Muhajirin

No. Mhs/ NIM . 16203010001

Pekerjaan : Mahasiswa PPs. Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta

Alamat - JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Keperluan - Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT
(Studi Kasus di BMT Bina lhsanul Fikri Yogyakarta)

Kota Yogyakarta

18 Oktober 2018 s/d 18 Januari 2019

4.

2:
3.

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Waijib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD. kepada Walikota Yogyakarta
(Cg. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)

Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah

Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan
seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang lzin

Muhaijirin

Tembusan Kepada :

Yth 1.
2.
3.
4.

Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
Kgpa}a Badan Kesbangpol DIY ,
Pimpinan BMT lhsanul Fikri Yogyakarta

Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal :'8 Oktober 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
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Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji(Qs. Al-Ma’idah 01)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAIL

NO:.. /MBA/BMT-BIF/ .. /2006
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama H
Jabhatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatanya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas

nama

Nama

serta sah mewaiali kepentingan BMT Bina Thsanul Fikri (BIF), berkedudukan
...yogyakarta, selanjutnya disebut pihak L.

Pekerjaan
Alamat

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya
disebut pihak IT

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan
Akad Pembiayaan Murabahah dengan kesepakatan akan hal-hal berkikut :

1.

2.

3.

Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan Murabahah kepada pihak II  sebesar
R saons sunsinios = ausidse R s ), untuk pembelian barang berupa ..

Pihak I, memberikan kuasa / mewakilkan kepada pihak II untuk pcmbchan barang
tersebut. Bukti pembelian barang harus diserahkan kepada pihak 1.

Pihak IT mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak T dan berjanji meémbayar lunas dan
penuh scbagaimana mestinya dalam jangka waktu ... Bulan dengan cara
pengembalian angsuran harian/mingguan/bulanan/jatuh tempo, dan harus sudah lunas pada
tanggal ..

Barang tersebut dibeli pihak IT dari pihak I seharga Rp. vveeeeenennn ( .....

) dengan perincian Harga Pokok Rp.cceeseesa.. Ve nceneanacenanals ) ditambah keuntungan
sebesar Rp.eesscacsernanen (s +ssses ), adapun besarnya angsuran yang harus
dibayar pihak II. kepada pihak I sebaga1 berxkut

a. Angsuran Pokok : Rp.

b. Keuntungan : Rp.

¢. Tabungan : Rp.

d. Infak :Rp +

Total Angsuran : Rp.
Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada
pada pihak Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pemblayaan yang
dimaksud nomor 4 diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut — turut maka dikenakan
sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pcmbiayaan dan denda tersebut dimasukkan
kedalam dana sosial
Apabila pihak II tidak menyelesalkan pembaya.mn kembali pembiayaan sebagaimana yang
telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh
jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka
waktu 14 ( Empat belas ) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib di lakukan.
Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada Nomor 6 diatas, pihak II
belum dapat menyelesaikan kewajibanya, maka pihak I berhak menjual di depan umum
dan atau meminta kepada Badan Arbitrase Syariah atzu Pengadllan yang berkedudukan
diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengekskusi jaminan yang diserahkan oleh
Pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk menyelesaikan pembayan kembali pembiayaan tersebut..
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8. Untuk menjamin pembayaran kembal: {asilitas pembiayaan Pihak I kepada Pihak I, maka
dengan ini Pihak Ii berjan)1, menyatakan dan sepakat menjaminkan kepada Pihak | balwa:
a. Pihak II menyerahkan jaminan kepada Pihak I berupa :

b. Surat objek jaminan menjadi milik Pihak [, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap
berada pada dan kekuasaan Pihak I selaku peminjam pakai, Obyek jaminan hanya
dapat d:pergunakan Pihak I merurut sifat dan peruntukanya.

c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jamuinan tersebut dengan sebaik-baiknya
dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari
objek jaminan tersebut, apabila sebagian dan atau scluruhnya dan objek jaminan
hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan
lagi, maka Pihak 11 wajib untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dar objek
jaminan yang scjenis dan atau nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat
disetujui Pihak |

9. Jika hasil penjualan barang jaminan teinyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh
kewajibannya, maka pihak ke II berkewajiban menyelesaikan kewajiban dengan
menyerahkan jaminan baru yang nilainya mencukupi atau melunasinya secara tunai.

Namun jika hasil penjualan barang jaminan melebihs seluruh kewajibannya, maka pihak [

berkewajiban mengembalikan sisa penjulannya kepada pihak ke I1.

10. Jika Pihak ke II tidak memiliki jaminan lain atau tidak mampu melunasi secara tunai maka
pihak I1 masih dinyatakan memiliki pinjaman pada pihak [

11. Akad pembiayaan ini mengikat sampai kepada seluruh ahli waris pihak ke IT.

12. Kedua belah sepakat untuk mengakhin perjanjian ini apabila pthak II telah mengembalikan
seluruh jumlah pembiayaan Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar pihak

I1 kepada pihak I atau pihak lain yang terkart dan akibat perjanjian ini.

13. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangai dengan sebenarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad in maka
akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, ......
Pihak I Menyetui Pihak IT
N Mana;cr Istri/suami i Anggota
Saksi-saksi: ' Bukti Transaksi
- T PR 2. Akad pembiayaan
3. Monitoring
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(‘ Kantor Pusat: Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede, (Dgvakara
Telp/Fax : (0274) 4438807, 287360

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Produktif / Konsumtif Yogyakarta, Tal.
. A. IDENTITAS O ROLLING K8 oo

! 1. Nama Lengkap

i 2. No. Telp.

. 3. No. KTP & Masa berlaku
, 4. TTL

;5. Nama (Suami/lstri)

i 6. Pekerjaan (Suami/istri)
‘! 7. Alamat Rumah
| 8. Jenis Usaha / Pekerjaan
l 9. Lokasi Usaha
t 10. lzin Usaha

{ 11. Jumlah Tanggungan
|

B. DATA PENBIAYAAN / /V C. SUMBER PENGEMBALIAN
1. Tujuan 1. O Hasi! Usaha
2. Jumiah 2.0 Gaji
| 2. Jangka Waktu AT ol e NOE—
i 4. Sistem Pengembalian : OBIn OMinggu OJ.........
! 5. Jenis Pembiayaan ;..o
| B.MU/Basil/Fee oo
. O DATA JAMINAN D. KELENGKAPAM LAIN
i JENIS KETERANGAN i. Anggota
| 1.2 Setifikat 1. SHM / SHG 2. FC Identitas (KTP\ Suami dan Istri
i 2.0 BPKE 2.ThN: i 3. FC Kartu Keluarga (C1)
3.0 o, 3 | 40 EC Jaminan 2 lbr
L RS E N — 5. Slip gaji (bagi karyawan)
8, O covsmniinisnmmes B 6. .UN ..
Takmir Masjid Petugas ‘
RT./RW. Referensi BMT BIF Suami / Istri Pemohon
( R T N —————— (Y S )




KSPP SYARI'A
BMT ‘BINA IHSA

NUL FIKRY'

Kantor Pusat :

JI. Rejowinangun No. 28 B Kota
Telp. (0274) 387860, 4438807

gede Yogyakana
www bmt-bif.co.id

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Nama Anggota :

Alamat

Tgl. -

No. :

D Baru

Jumlah

Keterangan Pembiayaan

Pengajuan

Realisasi

AKAD

ANGSURAN
POKOK

Mu

SwW

INFAQ

TAB

: MDA/MSA/MBAHWLU/IJR!......

JUMLAH

Rp.

Rp.

Diajukan

Per_etujuan Komite Pembiayaan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

AO

Kabag. Pembliayaan

Manzjer

Direktur




RIWAYAT HIDUP PENELITI

A. Data Diri

Nama Lengkap : Muhajirin

Nama Panggilan : Muhajirin
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 16 April 1992
Alamat di Yogyakarta : Sapen, Yogyakarta
Email : Muha685@yahoo.com
No. HP : 085745258353

B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. TK Sialang Kubang, Lulus tahun 1999
b. SDN 023 Sialang Kubang, lulus tahun 2005
c. Pondok Modern Darussalam Gontor, lulus tahun 2011
d. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pendidikan Non-Formal
a. Madrasah Diniyyah Awwaliyah, Lulus tahun 2004
b. Pesantren Kilat Romadhan 2009
c. Les Bahasa Inggris Pare Tahun 2013
C. Prestasi
1. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat se Kecematan Tahun 2005
2. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab di PMDG Tahun 2009
3. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab di UIN MALANG Tahun 2013



D. Pengalaman Organisasi
1. Menjadi Ketua Bagian Keterampilan OPPM PMDG
2. Menjadi Ketua Devisi Bahasa di Pondok Al Islah Bondowoso
3. Menjadi Pengurus UKM Seni Religius UIN Malang
E. Karya llmiah
1. Negara dan Pancasila, Tahun 2015 (Tidak di terbitkan)
2. Pembatalan pesanan oleh konsumen di Konveksi Anugerah Abadi
Perspektif Hukum Islam, Tahun 2016 (tidak diterbitkan)
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